
 
BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR 19 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 88 
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 

 

BUPATI  BANDUNG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian 
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga belas kepada Pegawai 

negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional, Anggota Kepolisian 
Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 
Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun 
Anggaran 2018 Kepada  Pegawai negeri Sipil, Prajurit Tentara 

Nasional, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat 
Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan serta Pasal 7 
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 

Pengupahan, perlu dilakukan pergeseran rincian objek belanja 
Gaji dan Tunjangan Belanja Pegawai untuk Pemberian 

Tunjangan Hari Raya kepada  Pegawai negeri Sipil dan 
Penggunaan Anggaran Honorarium Non PNS untuk Pemberian 
Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Kontrak Kerja; 

b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pergeseran 

anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja 
berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala 
daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, 

untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan 
daerah tentang perubahan APBD; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Bandung Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Bandung Barat Nomor 88 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan 
operasional pelaksanaan APBD TAhun Anggaran 2018; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara 

republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi 
Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 210 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negar Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negar Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaat Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesi Nomor 5165); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah 
nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peratuan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peratuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 237, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5747); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga 

belas kepada Pegawai negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional, 
Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara dan 

Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6207); 
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 
Kepada  Pegawai negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional, Anggota 

Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima 
Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6208); 

30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ Jasa (Lembaran Negeri 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, 
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, 
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
198); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
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37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan PertanggungjawabanDana Operasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Nomor 10 Seri A); 

41. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 88 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita 

Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 88 Seri 
A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung 
Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Bandung Barat Nomor 88 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018 (Berita 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 88 Seri 
A); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 88 TAHUN 
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula 
berjumlah Rp. 2.549.697.671.298,00 bertambah sejumlah Rp. 54.237.234.239,00 
sehingga menjadi Rp. 2.603.934.905.537,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 

1. Pendapatan 

a. Semula Rp.  2.315.012.850.196,00 

b. Bertambah  Rp.       54.237.234.239,00 

Jumlah pendapatan setelah  

perubahan          Rp.      2.369.250.084.435,00 

 

2. Belanja 

a. Semula  Rp.  2.549.697.671.298,00 

b. Bertambah  Rp        54.237.234.239,00 

Jumlah belanja  setelah  
perubahan   Rp.   2.603.934.905.537,00 

Defisit setelah Perubahan  Rp.    (234.684.821.102,00) 
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3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan 

1) Semula Rp.    244.684.821.102,00 

2) Bertambah Rp.                             0,00 

Jumlah Penerimaan  

setelah perubahan      Rp.    244.684.821.102,00 

 

b. Pengeluaran 

1) Semula      Rp.      10.000.000.000,00 

2) Bertambah Rp.                           0,00  

Jumlah pengeluaran  
setelah perubahan Rp.       10.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan neto  

setelah perubahan  Rp.    234.684.821.102,00 

 

Sisa Lebih Pembiayaan  
Anggaran setelah Perubahan       Rp.                            0,00 

 

Pasal 2 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

 

 

Ditetapkan di  Bandung Barat 

pada tanggal 31 Mei 2018 

Plt. BUPATI  BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

YAYAT T. SOEMITRA 
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Diundangkan di Bandung Barat 

pada tanggal 31 Mei 2018 

Pj. SEKRETARIS  DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT,  

 

ttd. 

 

WANDIANA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 19 SERI A 

 


